
KEPALA DESA ROGOMULYO 
KECAMATAN KAYEN 

KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA ROGOMULYO 
NOMOR O X  TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA ROGOMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA DESA ROGOMULYO,

M enim bang : a. bahw a dalam  rangka  m en d u k u n g  Pelayanan 
inform asi d an  D okum entasi D esa, sebagai w ujud  d an  
im plem entasi ten tan g  k e te rb u k aan  Inform asi Publik di 
lingkungan  Pem erin tah  Desa, m aka perlu  ad an y a  Pejabat 
Pengelola Inform asi d an  D okum entasi D esa dalam  
p e la k sa n aa n y a ;

b. b ah w a se su a i dengan  k e te n tu an  d im aksud  dalam  h u ru f  
a  m aka  perlu  m en e tap k an  P e ra tu ra n  D esa ten tan g  
Pedom an Pengelolaan Inform asi d a n  D okum entasi 

D esa Rogomulyo

M engingat : 1. U ndang-U ndang  Nomor 13 T ah u n  1950 ten ta n g  
P em ben tukan  D aerah -d ae rah  K abupaten  D alam  
L ingkungan Povinsi Ja w a  Tengah;

2- U ndang-U ndang  14 T ahun  2008 ten ta n g  K eterbukaan  
Inform asi Publik;

3- U ndang -undang  25 T ahun  2009 ten ta n g  Pelayanan 
Publik;

4- U ndang-U ndang  Nomor 6 T ah u n  2014 ten ta n g  D esa 
(Lem baran Negara R epublik  Indonesia  T ahun  2014 Nomor 
7, T am bahan  L em baran  N egara Republik Indonesia  
Nomor 5495);

5.
U ndang-U ndang  Nomor 23 T ahun  2014 ten  tan g  
P em erin tahan  D aerah  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539);

7- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 
Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa;

10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik;

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 Tentang Tekhnis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 
2017 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;



15 P era tu ran  D aerah  K abupaten  Pati Nomor 10 T ahun  
2014 T entang P enetapan  Desa;

16 P era tu ran  B upati Pati Nomor 47 T ahun  2017 T entang  
Pedom an P e n g e le la a n  Pelayanan Inform asi Dan 
D okum entasi Di L ingkungan P e m e r in ta h  K a b u p a te n  
P a ti.

D engan P erse tu ju an  B ersam a 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROGOMULYO 

DAN KEPALA DESA ROGOMULYO

MEMUTUSKA 
N :

M enetapkan  : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ROGOMULYO

BAB I

KETENTUAN 
UMUM Pasal 1

D alam  P e ra tu ran  D esa in i yang d im aksud  dengan  :

1. D esa ad a lah  D esa d an  D esa a d a t a ta u  yang d iseb u t dengan  n am a  
lain , se lan ju tn y a  d iseb u t D esa, ad a lah  k e sa tu a n  m asy arak a t 
h u k u m  yang  memiliki b a ta s  w ilayah yang berw enang u n tu k  m en g a tu r 
d a n  m engurus u ru s a n  pem erin tah an , kepen tingan  m asyaraka t 
se tem p at b e rd a sa rk an  p ra k a rsa  m asyaraka t, h a k  asa l u su l, 
d a n /a ta u  h a k  trad is io n a l yang d iaku i d an  d ihorm ati dalam  sistem  

p em erin tah an  Negara K esa tuan  R epublik Indonesia.

2. P em erin tahan  D esa ad a lah  Penyelenggara u ru s a n  p em erin tah an  dan  
kepen tingan  m asy arak a t se tem pat dalam  sistem  p em erin tah an  Negara 

K esa tuan  Repuhlik Indonesia.

3. B adan  Publik  D esa a d a la h  P em erin tah  D esa, B ad an
P e rm u sy a w ara tan  D esa, B ad an  U sah a  Milik D esa d a n  B adan  Kerja 

S am a  A n tar D esa.

4. Pem erin tah  D esa ad a lah  Kepala D esa a ta u  yang  d iseb u t dengan  n am a  
lain  d ib an tu  p eran g k a t desa  sebagai u n s u r  penyelenggara 

P em erin tah an  Desa.

5 B adan  P erm usyaw ara tan  D esa a ta u  yang  d iseb u t dengan  n am a  lain 
ad a lah  Lem baga yang  m e la k san a k a n  fungsi p em erin tah an  yang 
anggo tanya m eru p ak an  w akil dari p e n d u d u k  desa  yang  b e rd a sa rk an  
keterw akilan  w ilayah d an  d ite tap k an  seca ra  dem okratis.



6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat desa.

7. Badan Keijasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD 
adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa untuk 
membantu kepala desa dalam melaksanakan kerja sama antar desa.

8. Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda 
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasanya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun 
nonelektronik.

9. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan disimpan, 
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa pejabat yang 
bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, 
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi Publik Desa.

11. Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara 
berkala adalah informasi publik desa yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi 
yang dimiliki desa tanpa adanya permohonan informasi.

12. Informasi Publik Desa yang wajib diumumkan secara serta merta 
adalah informasi publik desa yang dapat mengancam hajat hidup 
orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara 
luas kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang dimiliki 
desa.

13. Informasi Publik Desa tersedia setiap saat adalah informasi publik 
desa yang wajib disediakan Pemerintahan Desa dan diberikan melalui 
pengajuan permohonan informasi publik desa.

14. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan 
denagn Keputusan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan 
dalam .Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik.

15. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan 
dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan 
dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang 
ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala 
Desa;

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Desa.



17. Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta 
berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi 
lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.

18. Daftar Informasi Publik Desa adalah catatan yang berisi keterangan 
secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di 
bawah penguasaan Badan Publik Desa tidak termasuk informasi yang 
dikeeualikan.

19. Sistem Informasi desa adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat 
lunak, sumber daya manusia, prosedur, dan/atau aturan terorganisasi 
secara sistematis dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, 
mengumumkan, dan menyajikan Informasi Publik Desa.

20. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang teijadi antara 
badan publik, dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan 
hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang 
undangan.

21. Pemohon Informasi publik Desa adalah warga negara dan/atau badan 
hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tehtang Keterbukaaii Informasi Publik.

22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, 
atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II 
Ruang 

Lingkup 
Pasal 

2

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa yang meliputi penjelasan 
mengenai penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, 
pelaporan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah 
Desa Rogomulyo Kecamatan Kayen

BAB III 
Maksud dan 

Tujuan 
Pasal 

3

(!) Peraturan Desa ini dibentuk dengan maksud sebagai acuan 
Pemerintah Desa dalam penyediaan pengumpulan, pendokumentasian 
dan pelayanan informasi serta penetapan Pejabat pengelola dan 
dokumentasi Desa.

(2) Peraturan Desa ini disusun dengan tujuan antara lain :



a. B adan  pub lik  m am pu, m enyediakan , m engum pulkan
d a n  m enyam paikan  inform asi ten ta n g  keg iatan  d an  u n it  ke ijanya  
seeara  a k u ra t d an  tidak  m enyesatkan .

b. B adan  pub lik  m am pu m enyediakan , m engum pulkan ,
d an  m enyam paikan  b a h a n  d an  p roduk  inform asi seeara  tepa t, 
cepa t d an  a k u ra t w aktu .

c. PPID D esa m am pu m em berikan  pe layanan  Inform asi seeara  
cepa t tepat, d an  a k u ra t w aktu .

d. M endorong m asy arak a t D esa g u n a  peduli dengan  
inform asi d an  D okum entasi D esa sehingga m asy arak a t ik u t 
be rperan  dalam  pengaw asan  te rh ad ap  k inerja  P em erin tahan  
Desa.

BAB
IV

Pedom an d an  Pengelolaan 
Inform asi d an  D okum entasi 

D esa Pasal 4

D alam  ran g k a  m enyelengarakan  pe layanan  inform asi pub lik  di 
L ingkungan P em erin tah  D esa Rogomulyo, dalam  P era tu ran  D esa ini 
d ite tap k an  Pedom an Pengelolaan inform asi d an  D okum entasi D esa di 
L ingkungan Pem erin tah  Desa. Pedom an d an  pengelolaan inform asi d an  
D okum entasi D esa m eliputi :

a. Mengelola inform asi dengan  cepat, tepa t, d an  efisien;
b. B isa d ipertanggung jaw abkan  d an  tidak  m enyim pang dengan  

P e ra tu ran  D esa ini;

c. Pedom an lebih lan ju t m engenai Pengelolaan Inform asi dan  
D okum entasi D esa d ia tu r  lebih rinci p ad a  P e ra tu ran  K epala Desa.

Pasal
5

Pedom an sebag im ana d im ak su d  dalam  Pasal 4, w ajib d ilak san ak an  oleh 
Lem baga D esa di L ingkungan Pem erin tah  D esa Rogomulyo, dalam  
pengelo laan  d an  penyediaan  inform asi publik , d okum en tasi d an  arsip , 
pe layanan  inform asi publik , p en an g an an  pen g ad u an  dan  
penyelesaian  sengketa  inform asi.

BAB V

PENGKLASIFIKASI DAN 
INFORMASI

Bagian k esa tu

Inform asi yang  wajib d ised iakan  d a n  d iu m u m k an  seea ra  berka la

Pasal
6

(1) D alam  p roses pengklasifikasian , inform asi dibagi m enjadi d u a  kelom pok 
ya itu  inform asi yang bersifa t pub lik  d an  inform asi yang d ikecualikan .



(2) Inform asi yang  bersifa t pub lik  yang dikelom pokan b e rd a sa rk an  subyek  
inform asi sesua i dengan  tu g as  pokok, fungsi d an  keg iatan  m eliputi :

a. Inform asi yang bersifa t te rb u k a , ya itu  inform asi yang  wajib 
d ised iakan  d an  d ium um kan  secara  berkala;

b. Inform asi ten ta n g  profil Pem erin tah  D esa yang berisikan  
k ed u d u k an  d an  domisili, beserta  a lam at lengkap, ru an g  lingkup;

e. keg ia tan , tu g as d an  fungsi pem erin tah  D esa b eserta  lem baga 

lem baga D esa d ibaw ahnya;
d. S tru k tu r  O rganisasi, d an  profil singkat pejabat;
e. R ingkasan  Inform asi ten ta n g  program  d a n /a ta u  keg ia tan  yang 

sedang  d ija lan k an  dalam  lingkup P em erin tah  D esa terd iri a ta s  
n am a  program  d an  kegiatan , target a ta u  capa ian , 
penanggungjaw ab, su m b er d an  b e sa ra n  anggaran , agenda 
pen ting  te rk a it p e la k sa n aa n  tu g as  Pem erin tah  Desa.

f. Inform asi ten tan g  P e ra tu ran  D esa, P e ra tu ran  Kepala D esa d an  
K epu tu san  Kepala D esa d a n /a ta u  keb ijakan  yang m engikat 

d a n /a ta u  berdam pak  bagi publik;
g. D okum en R encana P em bangunan  jan g k a  m enengah  Desa, 

R encana  K eija P em erin tah  D esa d an  D aftar U su lan  R encana Keija 
P em erin tah  d a n  A nggaran P en d ap a tan  d an  B elanja D esa ;

h . L aporan  K ineija P em erin tah  D esa yang  m eliputi lapo ran  
penyelenggaraan  Pem erin tah  D esa ak h ir T ah u n  A nggaran lapo ran  
d a n  lapo ran  penyelenggaraan  P em erin tah  D esa ak h ir m asa  ja b a ta n

y

(3) P engum um an  Inform asi seea ra  te rb u k a  sebag im ana  ay a t (2) yang 
h a ru s  d ilakukan  sek u ran g  k u ran g n y a  6 (enam) b u lan  sekali ad a lah  :

a. Inform asi m engenai lapo ran  k eu an g an  desa;
b. Inform asi ju m la h  k ep en d u d u k an ;
c. Inform asi perkem bangan  keg ia tan  p e la k sa n aa n  P em bangunan  desa;
d. lapo ran  m engenai lay an an  ak ses inform asi publik  la innya 

b e rd a sa rk an  p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  yang berlaku.

(4) Kewajiban m enyebarluaskan  Inform asi pub lik  sebagaim ana  d im aksud  
p a d a  aya t (1) d isam paikan  dengan  ca ra  yang m u d ah  d ijangkau  oleh 
m asy arak a t d an  da lam  b a h a sa  yang  m u d ah  dipaham i.

(5) C ara-cara  sebagaim ana  d im aksud  p a d a  ayat (3) d ite n tu k an  lebih lan ju t 
oleh P ejabat Pengelola inform asi d a n  D okum entasi Desa.

Bagian
Kedua

Inform asi Publik D esa yang wajib d ium um kan  
Secara  S erta  M erta 

Pasal 
7

(1) Pem erin tah  D esa w ajib m engum um kan  se rta  m erta  Inform asi yang 
d a p a t m engancam  h a ja t h id u p  o rang  b an y ak  d a n  k e te rtib an  um um  
terd iri d a ri ■



a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran 
hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, 
wabah, dan kejadian luar biasa;

b. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti pencemaran 
lingkungan;

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar 
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi 
sumber penyakit yang berpotensi menular;

e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi 
oleh masyarakat; dan

f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaiamana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan earn yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi Publik Desa yang wajib diumumkan secara serta merta 
diumumkan paling sedikit pada papan pengumuman desa dan/atau 
media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh 
masyarakat.

Bagian
ketiga

Informasi yang wajib tersedia setiap saat 
Pasal 
8

Pemerintah Desa wajib menyediakan informasi publik desa yang 
wajib tersedia setiap meliputi:
a. Daftar informasi Publik Desa berisi ringkasan isi informasi, 

pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab 
pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan 
informasi yang berada dibawah pengawasan Pemerintah 
Desa, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala 
Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan 
Permusyawaratan Desa;

c. Seluruh dokumen informasi Publik Desa Berkala wajib 
disediakan;

d. Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
e. Profil Desa;
f. Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat 

dilihat dan/atau dibaca oleh public;
g. Rencana kerja RKP Desa, RKA, DPA, APB Desa dapat dilihat dan 

atau dibaca oleh publik;
h. Peijanjian Pemerintah Desa dengan pihak ketiga;
i. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Desa ini.



(2) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai ta ta  ca ra  p e lak san aan  
kew ajiban pem erin tah  D esa m enyediakan  akses inform asi d ia tu r  

lebih la n ju t p ad a  P e ra tu ran  Kepala Desa.

B agian keem pat 
Inform asi yang 

d ikeeualikan  P asal 9
P em erin tah  D esa wajib m em buka ak ses  inform asi pub lik  desa  bagi se tiap
pem ohon inform asi publik , selain  inform asi yang d ikeeualikan  sebagaim ana
d ia tu r  da lam  P asa l 17 U ndang-U ndang  Nomor 14 T ahun  2008 ten tan g
K eterbukaan  Inform asi Publik.

Pasal 10

(1) Pengecualian  Inform asi Publik D esa d id asa rk an  p ad a  pengu jian  ten tan g  
k o nsekuensi yang tim bul apab ila  su a tu  inform asi d iberikan  se rta  se te lah  
d ipertim bangkan  dengan  sek sam a bahw a m en u tu p  inform asi Publik 
D esa d a p a t m elindungi kepen tingan  yang lebih b esa r dari pada  
m em bukanya  a ta u  sebaliknya.

(2) Pengecualian  inform asi Publik  D esa sebagaim ana  d im aksud  p a d a  ayat
(1) d ib ah a s  dalam  m u syaw arah  desa.

BAB VI
MEDIA INFORMASI

Pasal 11

M edia Inform asi Pem erin tah  D esa d a p a t b e ru p a  :

a. M edia L uar Ruang;
b. M edia Tekhnologi
In fo rm asi;dan / a ta u
c. M edia T atap M uka.

Pasal
12

(1) M edia L uar R uang d a p a t b e ru p a  :
a. Baliho;
b. B anner;
c. Poster; a ta u
d. Pam flet

(2) M edia L uar R uang sebagaim ana  d im aksud  ayat 1 (satu) d ib u a t 
perm anen  d an  d item patkan  p ad a  lokasi stra teg is sehingga m u d ah  
d ijangkau d an  d ibaca  oleh pengguna Inform asi a ta u  M asyarakat Desa.

Pasal
13

(1) M edia Tekhnologi Inform asi d a p a t berupa:
a. W ebsite/Blog;
b. Nomor T e lpon /layanan  sm s;



c. Akun Resmi Media Sosial; dan/atau
d. Radio Komunitas

(2) Media Tekhnologi Informasi sebagimana ayat 1 (satu) bertujuan 
sebagai Alat interaksi dan komunikasi Digital antara pemerintah Desa 
dengan Masyarakat yang bisa berupa saran, kritik, informasi dan 
aduan atau pertanyaan.
a. Forum Dialog, Diskusi, Rembug Desa atau sebutan lain;
b. Sosialisasi

(2) Media Tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai 
sarana komunikasi imbal balik antara masyarakat dan pemerintah 
Desa secara langsung.

(3) Media tatap muka dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 
satu tahun.

BAB VII 
Struktur 

Organisasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa

Pasal
14

Mekanisme pengelolaan Informasi dan dokumentasi Desa dilakukan oleh 
perorangan dan/atau kelompok yang kemudian disebut Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi Desa.

Pasal
15

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Desa sebagaimana 
dimaksud pada pasal 14 diangkat dengan Keputusan Kepala Desa 
dengan susunan pengurus meliputi :
a. Pembina, dijabat oleh Kepala Desa;
b. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Desa
c. Bidang Pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PPID Desa, 

Bidang Pelayanan dan dokumentasi informasi, Bidang pengolahan 
data dan klasifikasi Informasi, dan Bidang Penyelesian sengketa 
Informasi dijabat oleh Perangkat Desa/Lembaga Kemasyarakatan 
Desa

(2) Bagan struktur organisasi PPID Desa, tercantum pada lampiran I 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa 
ini.

Pasal
16

Tugas dan 
Fungsi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Desa

(1) Tugas dan fungsi Pembina 
Tugas Pembina:
a. membangun mengembangkan sistem pengelolaan informasi 

dan dokumentasi secara baik dan efisien.



b. Menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik secara 
berkala.

c. Melakukan evalusi dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
layanan informasi PPID Desa

d. Menetapkan standart Prosedur Operasional layanan informasi 
jika dibutuhkan.

Fungsi :
a. Memberikan tanggapan atas keberatan oleh pemohon informasi 

yang mengajukan keberatan
b. Mewakili didalam proses penyelesaian sengketa di komisi 
informasi.

(2) Tugas dan fungsi ketua.
Tugas :
Merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan mengawasi 
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan 
informasi dilingkungan Pemerintah Desa 
Fungsi
a. Penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh lembaga 

Desa dan perangkat Desa di seluruh lingkungan pemerintah Desa 
Porang Paring.

b. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang terrmasuk 
dalam kategori dikecualikan dari informasi nyang terbuka untuk 
Publik.

c. Penyelesaian sengketa Informasi.

(3) Tugas dan fungsi Sekretariat

Merencanakan, melaksanakan mengkordinasikan, mengkonsoltasikan
dan mengendalikan pengumpulan informasi dan pelayanan informasi
dari PPID Desa.

Fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi.
b. Pelaksanaan kordinasi dalam tugas bidang bidang PPID Desa
c. Pelaksanan kordinasi dan kosolidasi dalam rangka 

pengumpulan informasi dan dokumentasi
d. Pelaksanan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi
e. Pelaksanaan kordinasi dalam rangka pemberian pelayanan 

informasi dan dokumentasi.

(4) Tugas dan fungsi bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi

Tugas:
a. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan 

dan/atau memeberikan pelayanan informasi kepada Publik.
b. Melaksanakan kordinasi dalam rangka menyusun kajian........
c. diseminasi isu-isu strategis dibidang pelayanan informasi.
d. Melaksanakan sosialisasi



e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data 
dan informasi sebagai bahan publikasi di bidang pelayanan 
informasi.

f. Menyiapkan bahan penyajian informasi
g. Menyusun topik topik pelayanan informasi

Fungsi:
a. Pelaksanan perencanaan program dibidang pelayanan dan 

dokumentasi Informasi.
b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
c. Pengelolaan dan pengembangan dibidang Informasi dan 

dokumentasi publik
d. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
e. Penyediaan informasi dan dokumentasi.
f. Penyimpanan dan pemeliharan dokumentasi dan informasi Publik.

(5) Tugas dan fungsi Bidang pengolah data dan klasifikasi
Informasi dan dokumentasi.

Tugas:
a. Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasisfikasi 

Informasi dan Dokumentasi
b. Melaksanakan pemngelolaan data dan Informasi
c. Melaksanakan Pengembangan sistem Informasi
d. Menyusun rencana dn program pengelolaan data dan Informasi
e. Mengumpulkan mengolah dan menyajikan data dan Informasi
f. Melaksanakan identifikasi data dan Informasi
g. Melaksanakan klasifikasi data dan Informasi

Fungsi:
a. Pelaksanaan perencanaan program dibidang pengolahan 

data dan klasifikasi informasi
b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi dan identifikasi informasi 

publik
c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam 

rangka memenuhi permohonan Informasi.

(6) Tugas dan Fungsi bidang Penyelesaian sengketa informasi
Tugas :.
a. Melaksanakan advokasi penyelesian sengketa Informasi Publik
b. Menyusun pertimbangan hukum terkait renana penolakan
c. Memberikan infomrasi publik yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang 

disampaikan pemohon dan/atau Pengguna Informasi.
e. Menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi.

Fungsi :

a. Pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian 
sengketa informasi



b. Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penanganan penyelesian 
sengketa Informasi

o. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas 
pengaduan atau sengketa Informasi

d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa.

BAB VIII

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA 

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Informasi Publik Desa

Pasal 17

Pemerintah desa wajib :

a. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi Publik Desa, 
termasuk papan pengumuman dan meja informasi;

b. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi 
Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang di kelola;

c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi 
Publik Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. menyediakan dan memberikan informasi publik Desa berdasarkan 
Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua

Penunjukan dan Penetapan PPID Desa 

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu 
menetapkan PPID Desa.

(2) Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa.

(3) Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai 
PPID Desa.

(4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat 
Desa lain.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Desa 

Pasal 19

PPID Desa bertanggung jawab dibidang layanan informasi Publik Desa yang 
meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 
pelayanan informasi Publik Desa.



Pasal 20

(1) PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan 
pendokumentasian seluruh informasi Publik Desa yang berada di 
Badan Publik Desa.

(2) PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemeritah Kabupaten dalam hal
pengelolaan seluruh informasi Publik Desa.

(3) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), PPID Desa bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh 
Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang 
meliputi:

a. informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan seeara 
berkala.

b. informasi publik Desa yang wajib tersedia Setiap Saat; dan

c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon nformasi Publik

(4) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam sebulan.

(5) Penyimpanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang kearsipan.

BAB IX

PERMOHONAN, KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK DESA

Bagian Kesatu
Permohonan Informsi Publik Desa 

Pasal 21

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan 
untuk memperoleh informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis 
atau tidak tertulis.

(2) PPID Desa wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik 
Desa dan permintaan informasi Publik Desa yang diajukan.

(3) PPID Desa wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan 
informasi .publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa 
nombr pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(4) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat 
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(5) PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 
(sepuluh) hari keija sejak diterimanya permintaan yang berisikan :
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. PPID Desa wajib memberitahukan Badan Publik Desa yang menguasai 

informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada 
dibawah penguasaannya;

e. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;



d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan 
materi informasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mehgandung materi yang dikeeualikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka informasi yang 
dikeeualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan 
materinya;

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang 

diterima.

(6) Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk 
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling 
lambat 7 (tujuh) hari keija berikutnya dengan memberikan alasan secara 
tertulis.

Bagian Kedua 
Keberatan 
Pasal 22

(1) Setiap pemohon informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada atasan kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan 
sebagai berikut :
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
b. tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Desa ini;
e. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;dan/atau
f. pengenaan biaya yang tidak wajar.

(2) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan 
Desa ini. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai 
dengan huruf f dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah 
pihak.

Pasal 23

(1) Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik desa paling lambat 30 
(tiga puluh) hari keija setelah ditemukannya alasan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).

(2) Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon 
informasi publik paling lambat 30 (tigapuluh) hari keija sejak diterimanya 
keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) menguatkan putusan yang 
ditetapkan oleh bawahannya.

(4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan PPID 
Desa Dapat melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan 
Pemohon informasi Publik Desa.



Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Pasal 24

(1) Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak 
yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID 
Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi 
publik paling lambat 14 (empat belas) had keija sejak diterimanya 
keputusan atasan PPID Desa.

(2) Penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) 
disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi.

Pasal 25
Penyelesaian sengketa informasi Publik dilakukan melalui mediasi dan/atau 
Ajudikasi nonlitigasi.

BAB VII 
Media 

Informasi 
Pasal 26

Media Informasi Pemerintah Desa dapat berupa :

a. Media Luar Ruang;
b. Media Tekhnologi 
Informasi;dan / atau
c. Media Tatap Muka.

Pasal
27

(1) Media Luar Ruang dapat berupa :
a. Baliho;
b. Banner;
c. Poster; atau
d. Pamflet

(2) Media Luar Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat permanen 
dan ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan 
dibaca' oleh pengguna Informasi atau Masyarakat Desa.

Pasal
28

(1) Media Tekhnologi Informasi dapat berupa:
a. Website/Blog;
b. Nomor Telpon/layanan sms;
c. Akun Resmi Media Sosial; dan/atau
d. Radio Komunitas

(2) Media Tekhnologi Informasi sebagimana Pasal 26 huruf b bertujuan
sebagai Alat interaksi dan komunikasi Digital antara pemerintah Desa



dengan M asyarakat yang b isa  b e ru p a  sa ran , kritik , inform asi d an  

a d u an  a ta u  pertanyaan .
a. Forum  Dialog, D iskusi, Rem bug D esa a ta u  se b u tan  lain;
b. Sosialisasi

(3) M edia T atap m u k a  sebagaim ana  d im aksud  Pasal 26 h u ru f  c 
sebagai sa ra n a  kom unikasi im bal balik  a n ta ra  m asy arak a t d an  
pem erin tah  D esa secara  langsung.

(3) Media ta ta p  m uka  d ilak san ak an  paling sedikit 2 (dua) kali dalam  
sa tu  ta h u n .

Pem biayaan yang d iperlukan  u n tu k  penyelenggaraan keg ia tan  pengelolaan 
inform asi d an  D okum entasi D esa d ib eb an k an  p ad a  :
a. Anggaran d an  P en d ap atan  B elanja Desa; d an
b. su m b er p en d ap a tan  lain  yang sah .

P e ra tu ran  D esa in i m ulai berlaku  p a d a  tanggal d iu n d an g k an .
Agar se tiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  
P e ra tu ran  D esa ini dengan  p en em p atan n y a  dalam  L em baran  D esa 

Rogomulyo

BAB
IX

Pem biayaa
n

Pasal
29

BAB X 
KETENTUAN 

PENUTUP 
Pasal 

30

D itetapkan  di Rogomulyo 

Pada tanggal 2021

PLT SEKRETARIS DESA ROGOMULYO

D iundangkan  di Rogomulyo

ASIH ETIKASARI.SE

L em baran ..9%*. Paring T ahun  2021 Nomor ..Q.X.


